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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha
Esa,karena atas Berkat dan Karunianya sehingga Penyusunan Rencana Kerja
Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Dapat Selesai dengan target
waktu yang direncanakan. Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah (RENJA OPD) di lakukan untuk merencanakan
Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah  berdasarkan Urusan
Kependudukan melalui kebijakan Program. Kegiatan, Realisasi Masukan
(input) Keluaran (output) dan hasil ( Outcame) dalam rangka mencapai hasil
yang Konstruktif.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan ini diharapkan dapat
memberikan informasi Data program dan kegiatan, dalam bentuk kerangka
Regulasi dan kerangka Anggaran dalam Rangka menjamin Penyelenggaraan
Pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di
bidang perencanaan Pembangunan Daerah. Kami menyadari bahwa dalam
Penyusunan Laporan Tahunan ini masih terdapat Kekurangan,oleh karena itu
kritik dan saran sangat di harapakan untuk perbaikan ke depan demi
Kemajuan Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi
sulawesi Tengah.

Akhirnya kami berharap kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dilingkup
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi
Tengah dapat menjadikan dokumen ini sebagai Rencana didalam
melaksanakan Program dan Kegiatan di Tahun 2023, dan semoga memberikan

manfaat bagi semua.

Palu, 5 Januari 2023

NP 650211 199006 2 001
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya Pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan melalui
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas, serta
diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan
kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur,
komposisi dan persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian di atas diperlukan kebijakan, strategi dan
| Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan
} Keluarga (KKBPK), terutama melalui upaya pencapaian target/sasararan
1 Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana. Menurunkan Laju pertumbuhan penduduk (LPP) dan
Meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga. Pencapaian
target/sasararan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana 2021-2026 dilaksanakan secara bertahap setiap
tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia. Sumber daya pembangunan merupakan
unsur perencanaan yang mempengaruhi kelancaran serta pencapaian
target yang akan direncanakan. Sumber daya tersebut meliputi : Modal,
SDM, Teknologi.

Organisasi/kelembagaan sedangkan perencanaan kinerja
merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang
akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan
tahunan.

Perencanaan pembangunan sebagai alat kebijaksanaan pemerintah

akan tetap memegang peranan penting didalam proses pembangunan
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nasional maupun daerah. Dalam  penyusunan  perencanaan
pembangunan dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai
tujuan dan sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal
kegiatan, jumlah pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerja sama
antar lembaga mana yang akan melakukan program-program
pembangunan.

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun
2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi
dari dokumen Rencana Strategi ( Renstra ) Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Tahun 2022-2026. Renja Tahun 2023
dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2023 dan
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam waktu 1 (satu)
tahun, mempunyai arti yang strategis dalam.

Rancangan Awal Renja OPD merupakan dokumen perencanaan yang
memuat program dan kegiatan, dalam bentuk kerangka regulasi dan
kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan
pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif
di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Renja OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta
masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja OPD perlu ditetapkan
pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju,
melakukan analisis serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai
skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran
dan target Renstra OPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Renja OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan
daerah, karena Renja OPD menerjemahkan perencanan strategis jangka
menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan
penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi
Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit
dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah
(RKA-OPD).



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah,

adalah :

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi
Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7)
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3475);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
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10.

11.

12.

13.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014
tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga,
Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peratruran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana
Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur,
Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

Berencana Di Provinsi, Kabupaten Dan Kota;

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90).

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014
tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga,
Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-
2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peratruran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah);

Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana
Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur,
Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana Di Provinsi, Kabupaten Dan Kota;

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51) ;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 6) ;




22.

23.

24.

25.

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74) ;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2019
Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi
Tengah 2022-2026 ( Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2021 Nomor 140,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Nomor 126):

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 67 Tahun 2016
Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Prov. Sulawesi Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan
arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh komponen pembangunan
Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana baik Pemerintah,
maupun masyarakat dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan
pembangunan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana secara
berkesinambungan. Diharapkan seluruh upaya yang dilakukan oleh
segenap komponen pelaku pembangunan Pengendalian Penduduk dan
keluarga Berencana akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu
berkesinambungan dan saling melengkapi satu dengan yang lainya

dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah

sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi selama kurun waktu tahun 2023.




1.4. Sistematika Penulisan
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian
Renstra SKPD

Kebijakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
diarahkan pada upaya pengendalian kelahiran melalui kesadaran
masyarakat dalam ber-KB, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi
remaja serta pendewasaan usia perkawinan, meningkatkan
pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya peningkatan
kualitas keluarga dan memperkuat kelembagaan dan Jejaring KB dalam
upaya pembudayaan keluarga kecil berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, sehubungan
dengan kebijakan tersebut diatas pada tahun 2016 telah diterbitkannya
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 44 tentang Kedudukan dan

Susunan Organisasi Badan dan Dinas Provinsi Sulawesi Tengah.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Sulawesi Tengah terbentuk tahun 2017 berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan
Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi. Dimana gambaran pelayanan
kinerja Perangkat Daerah secara garis besar bahwa Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun
2017
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Hasil Evaluasi Pelaksanaaan Renstra Tahun 2016-2021

RPJMD RENSTRA LPPD KEMENDAGRI KEMENDAGRI KEMENDAGRI
18/2020 86/2017 90/2019 90/2019
(2019-2020) (2021-2023)
PROGRAM 4 PROGRAM PENGENDALIAN PENGENDALIAN [PENGENDALIAN
PENDUDUK PENDUDUK PENDUDUK.
KB KB KB.
KETAHANAN & KETAHANAN & |[KETAHANAN & KS.
KS Ks PENUNJANG.
PENUNJANG PENUNJANG
KEGIATAN 6 KEGIATAN 12 KEGIATAN 50 KEGATAN 13 KEGIATAN
46 SUBKEGIATAN )
INDIKATOR 6 INDIKATOR 13 INDIKATOR 11 INDIKATOR 31 INDIKATOR 50 INDIKATOR 31 INDIKATOR
HASIL
Tercapai 1 INDIKATOR 5 INDIKATOR 5 INDIKATOR 13 INDIKATOR
Tidak Tercapai | 5 INDIKATOR 8 INDIKATOR (45%) (41%)
Tidak ada data - 4 INDIKATOR 18 INDIKATOR
(36%) (58%)
2 INDIKATOR 10 INDIKATOR
(18%) (32%)
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, sehubungan
dengan kebijakan tersebut diatas pada tahun 2016 telah diterbitkannya
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 44 tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Badan dan Dinas Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan
bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan
kesejahteraan keluarga. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Sulawesi Tengah berpedoman kepada Peraturan
18 Tahun 2016,
Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun

2016 dan Peraturan Daerah 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Pemerintah Nomor Peraturan Kepala Badan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi serta Peraturan Gubernur Sulawesi
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Tengah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan
Organisasi Badan Dan Dinas Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan
regulasi tersebut maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu Organsisasi
Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas. Sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tersebut
maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Sulawesi Tengah mempunyai tugas “membantu Gubernur dalam
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pengendalian  penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan
kesejahteraan keluarga”.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk,
keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

2. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi
daerah dan kebijakan kepala daerah;

3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah
dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan
dan kesejahteraan keluarga;

4. Penetapan Rencana kerja Dinas pengendalian penduduk dan
Keluarga Berencana menurut skala prioritas dan
mendistribusikannya kepada bawahan;

5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengendalian
penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan
keluarga;

6. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan keluarga
berencana,;

7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengendalian penduduk,
keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di
lingkungan Kabupaten dan Kota termasuk dukungan dana, sarana
dan prasarana;

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
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Rincian tugas dan fungsi sekretariat, bidang, dan seksi Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1.

Sekretariat

Tugas :

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinsi Sulawesi Tengah.

Fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas
Pengendalian Penduduk dan KB Daerah;

b. Penyusunan rencana Program dan Anggaran;

c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga,
kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;

d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi,
verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris dibantu oleh 2

(dua) Sub Bagian:

1. Sub. Bagian Program, Keuangan dan Aset
Mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana
program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan,
pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana program di
lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana.

2. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum
Mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi
ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan
dokumentasi.

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi,

Informasi, Edukasi dan Penggerakan

Tugas :

Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk,

advokasi, komunikasi dan edukasi serta penggerakan.
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Fungsi :

a.

i.

Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian
penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan
Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian
penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan
Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga

berencana;

. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem

informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah
daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian
penduduk;

Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta
organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi di bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian
penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan
Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga

berencana;

. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian

penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan
Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana; dan

Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian

Penduduk, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dibantu
oleh 2 (dua) Seksi :

1.

Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan,

pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma,
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standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan evaluasi di
bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta
hubungan antar lembaga dan pembinaan lini lapangan.

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Mempunyai melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemaduan
dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, pelaksanaan
data dan informasi serta pemetaan perkiraan pengendalian

penduduk.

3. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga

Tugas :

Melaksanakan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana,

ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Fungsi :

a.

Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga
Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga
Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan
kriteria di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan
kesejahteraan keluarga;

Pelaksanaan Fasilitasi Pelayanan KB;

Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan
ketahanan keluarga,;

Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga
Lansia dan rentan;

Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan

keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;

. Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB;

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga
Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga
Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan

Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Keluarga Berencana,
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dibantu oleh 2 (dua) Seksi:
1. Seksi Pembinaan Peningkatan Kesertaan Ber-KB

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan,

pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma,

standar, prosedur dan Kkriteria serta pemantauan dan evaluasi
pembinaan dan peningkatan kesertaan ber — KB.
2. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan,

pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma,

standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi
ketahanan keluarga.

Sumberdaya manusia merupakan salah satu persoalan mendasar
dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Sulawesi
Tengah. Tanpa sumber daya yang kuat, akan terjadi ketimpangan-
ketimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di
daerah kedepan. Untuk itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Sulawesi Tengah ditahun pertama setelah
pembentukannya melalui PP No. 18 Tahun 2016 melakukan upaya
peningkatan dan penguatan sumber daya aparatur maupun sumber daya
sarana dan prasarana pendukung pelayanan aparatur, guna
mewujudkan pencapaian tugas dan fungsi organisasi dalam membantu
Gubernur selaku Kepala Daerah dalam menyusunan dan melaksanakan
kebijakan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana dengan didukung sumber daya manusia yang kuat

dan kapasitas asset/modal yang memadai.
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Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana ( P2KB ) Prov. Sulteng

{ Kepala Dinas ]

( Sekretaris }

Jabatan w L I
Fungsional I
J Subag Program, Subag
Keuangan dan Kepegawaian
Aset dan Umum

Seksi Advokasi Dan
Penggerakan
| Seksi DalDuk & B e
Informasi Keluarga esejahteraan Keluarga

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis
berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih
menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan
program OPD, serta RENSTRA sehingga rumusan isu strategis yang
dihasilkan selaras dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah
(RPJMD) 2021-2026.
1. Bonus demografi ; Pembangunan Indonesia dalam periode tahun
2020- 2024 ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia

(SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan
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cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai
tujuan tersebut, kebijakan pembangunan diarahkan di antaranya
melalui peningkatan produktivitas angkatan kerja, serta peningkatan
kualitas anak, perempuan dan pemuda. Salah satu faktor penentu
terciptanya struktur penduduk yang diinginkan adalah pengendalian
angka kelahiran total/total fertility rate (TFR). Selama lima tahun
terakhir, TFR Nasional mengalami penurunan dari 2,6 anak per WUS
(Wanita Usia Subur) 15- 49 tahun (SP 2010), menjadi 2,41 (SDKI
2017), dan data terakhir menunjukkan pada angka menjadi 2,38
(Survei RPJMN/SKAP 2018). Dalam jangka waktu yang relatif
panjang, angka kelahiran ini menjadi salah satu penentu struktur
penduduk. Sementara TFR Sulawesi Tengah turun dari 2.71 (SDKI
2017) menjadi 2.61 (SKAP 2019)..

Aging population; Perubahan struktur umur penduduk Indonesia
yang secara perlahan semakin “menua” merupakan salah satu
dampak pengendalian TFR dan perbaikan status kesehatan. Jumlah
dan proporsi lansia di Indonesia akan mengalami peningkatan yang
lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara yang telah mengalami
aging sebelumnya. Saat ini pengelolaan penduduk kelompok lansia
masih sangat mengandalkan pada keluarga dan komunitas.
Keterbatasan kemampuan keluarga dalam mengelola kualitas hidup
lansia akan menjadikan lansia semakin rentan, dan potensi
permasalahan yang akan muncul akibat penduduk yang mulai menua
(aging population) ini akan berdampak pada berbagai sektor
pembangunan apabila kelompok wusia lansia tidak mendapatkan
Perhatian dan intervensi yang tepat;

Pendekatan Siklus Hidup Berbasis Perencanaan Hidup Berkeluarga;
Kebijakan = Pembangunan Manusia Dilakukan  Berdasarkan
Pendekatan Siklus Hidup Dan Inklusif, Termasuk Memperhatikan
Kebutuhan Penduduk Usia Lanjut Maupun Penduduk Penyandang
Disabilitas. Narasi Ini, Bahkan Akan Lebih Komprehensif Apabila
Dimulai Dari Gagasan Perencanaan Dari Tahap Pra Berkeluarga
(Perencanaan Kehidupan Berkeluarga), Merencanakan Keinginan
Untuk  Memiliki Anak  Termasuk Jumlah Anak Yang
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Salah satu penyebab tingginya AKI adalah 4 (empat) terlalu, yakni
terlalu muda, terlalu banyak, terlalu dekat dan terlalu tua. Kehamilan
yang tidak diinginkan di usia muda akan sangat berisiko pada
kematian atau dapat berdampak buruk pada Dbayi yang
dikandungnya. Risiko tersebut dapat diminimalkan dengan
operasionalisasi Program Bangga Kencana yang tepat. Salah satunya
dengan memastikan individu maupun pasangan memiliki akses
terhadap informasi KB dan Kesehatan Reproduksi (Kespro), dan
layanan KB untuk merencanakan waktu dan jarak kehamilan serta
jumlah anak yang ideal,;

Penurunan penggunaan kontrasepsi modern; Penggunaan kontrasepsi
modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR) di Provinsi
Sulawesi Tengah menurun dari 65,2 persen (SKAP 2018) menjadi 54,4
persen (SKAP 2019). Diperkirakan 2 (dua) penyebab utama
menurunnya jumlah pengguna kontrasepsi modern, khususnya di
kalangan kelompok wusia produktif/pasangan usia muda, adalah
masih rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan
reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan
terpercaya mengenai alat kontrasepsi (khususnya alat kontrasepsi
modern). Diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan mCPR,
di antaranya melalui peningkatan akses layanan kontrasepsi,
termasuk jaminan ketersediaan alat kontrasepsi dan perluasan
akses/jangkauan pelayanan KB (melalui penggerakan Penyuluh
Keluarga Berencana/PKB dan pelayanan KB bergerak), serta
peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi dan pengetahuan
tentang kontrasepsi modern. Selain itu, untuk menyasar pasangan
usia muda/pasangan millenial, perlu peningkatan kesadaran generasi
muda terkait kesehatan reproduksi. Informasi Program Bangga
Kencana digital yang dikemas secara menarik juga dapat menjadi
salah satu cara yang lebih tepat di era digitalisasi saat ini;

Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan
penyiapan kehidupan berkeluarga; Kesehatan Reproduksi Remaja
merupakan topik yang perlu diketahui oleh masyarakat khususnya

para remaja agar mereka memiliki informasi yang benar mengenai
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proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada disekitarnya. Dengan
informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah
laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Kurangnya
sosialisasi dan edukasi kesehatan reproduksi dapat memicu
terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, diantaranya terkait penyakit
seksual menular, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang dapat
mengakibatkan morbiditas bahkan mortalitas ibu. Angka kelahiran
umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) juga masih
relative tinggi, meskipun penurunnya cukup signifikan dari tahun
ketahun. Kendala yang masih ada yaitu rendahnya pemahaman
remaja dan calon pengantin terkait kesehatan reproduksi dan
penyiapan kehidupan berkeluarga. Pemberian informasi yang
disesuaikan dengan wusia dan kesiapan anak/remaja dapat
meningkatkan pemahaman mereka atas sistem, proses, fungsi alat
reproduksi dan cara menjaga kesehatan reproduksinya, serta
meningkatkan pemahaman atas konsep perencanaan kehidupan

berkeluarga,;

8. Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani (unmet

9.

need) di Indonesia Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang
belum terlayani (unmet need) di Sulawesi Tengah dikategorikan masih
tinggi. Selama kurun waktu dua tahun terakhir, unmet need terus
mengalami kenaikan yakni pada tahun 2018, posisi unmet need
sebesar 9,9 persen (SKAP 2018) menjadi 12,7 persen pada tahun 2019
(SKAP 2019).

Prevalensi stunting masih tinggi: Stunting (gagal tumbuh) merupakan
ancaman utama terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa.
Hal ini dikarenakan anak yang gagal tumbuh ini, bukan hanya
terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu
perkembangan otaknya, yang tentunya akan sangat mempengaruhi
kemampuan dan prestasi di sekolah, serta produktivitas dan
kreativitas di usia-usia produktif. Di Indonesia, angka prevalensi
stunting masih cenderung tinggi yaitu 37,2 persen pada tahun 2013.

Walaupun angka tersebut sudah mengalami penurunan menjadi 30,8
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2.4.
2.5

persen pada tahun 2018, pemerintah tetap harus memberikan
perhatian serius terhadap isu ini, terutama agar anak-anak Indonesia
dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan
disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk
belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global.
Kemudian salah satu hal yang juga perlu mendapat perhatian
diantaranya perlunya edukasi/sosialisasi tentang kesehatan
reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai bekal memasuki kehidupan
berkeluarga, agar para calon ibu memahami pentingnya memenuhi
kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, memeriksakan
kandungan minimal empat kali selama kehamilan (program 1.000
HPK), serta peningkatan pemahaman orangtua mengenai pola asuh
yang baik dan menjaga kesehatan lingkungan Di Sulawesi Tengah,
angka prevalensi stunting dimuat dalam perjanjian kinerja tahun
2018 dalam bentuk persentase dengan target 11,65 persen dan hanya
tercapai 9,87 persen. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi perubahan
indikator menjadi jumlah keluarga, dengan target 27.927 keluarga

dan tercapai 100%.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat
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BAB III
TUJUAN, SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pembangunan
Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada Tahun 2020-
2024 dan yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program
Kependudukan dan Keluarga Berencana selama lima tahun ke depan
adalah :

1. Penguatan kapasitas fasilitas kesehatan dan jejaring yang melayani
KBKR, terutama metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan KB
Pasca persalinan (KBPP).

2. Peningkatan kualitas pelayanan KBKR melalui penguatan kemitraan.

3. Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah khusus dan sasaran
khusus.

4. Peningkatan kesertaan KB Pria melalui penguatan peran motivator KB
Pria dan pemenuhan tenaga kesehatan metode operasi pria (MOP) atau
vasektomi yang kompeten di setiap kabupaten dan kota.

5. penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan
siklus hidup, termasuk pencegahan empat terlalu kepada keluarga,

PUS, dan remaja. Kelima, peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Dalam rangka menindak lanjuti visi, misi dan program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu “Gerak Cepat Menuju Sulawesi
Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”. Lebih Maju adalah Secara
Umum Gerak cepat dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang
dilakukan secara cepat melebihi tindakan normal, termasuk cepat
dalam bertindak dalam menyelesaikan berbagai masalah, serta cepat
mengetahui jika terjadi suatu kesalahan untuk kemudian memberikan
solusi yang tepat. Lebih Sejahtera dapat dimaknai sebagai gambaran
kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang terbebas dari

ancaman dan tekanan fisik,terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik
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pangan, sandang, perumahan yang layak dan memperoleh akses
pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang lebih
berkualitas dan adil bagi seluruh masyarakat serta terbukanya
kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan penghasilan yang
lebih memadai. Lebih Sejahtera juga dapat dimaknai sebagai kondisi
masyarakat yang memiliki akses yang lebih luas dan lebih merata dalam
mengembangkan potensi dirinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya
secara ekonomi, social serta terciptanya rasa aman dari berbagai
ancaman. Lebih Maju adalah Gambaran dari kondisi suatu masyarakat
yang lebih dinamis dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan
perubahan, kearah yang lebih baik melalui berbagai inovasi yang
terintegrasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan
informasi. Lebih maju dapat pula merupakan suatu kondisi kehidupan
komunitas masyarakat yang jauh lebih baik secara ekonomi, social
maupun budaya sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang
dihadapi.

Untuk mencapai visi dan program prioritas diatas maka di
Jabarkan ke dalam 9 Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih yaitu ;

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Melalui
Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan
Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM.

3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui
Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.

4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata
dan Berkeadilan.

6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, Antar Sesama Manusia
Sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan.

7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
Bertetangga Sekawasan Maupun di Dalam Provinsi Sulteng dan di

Luar Provinsi bertetangga.
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8. Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan
Berbasis pada Teknologi Informasi yang Integrasi dan Dijalankan
Secara Sistimatis dan Digital.

9. Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar Terjadi
Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan
Kerja dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi,program prioritas yang

didukung dengan diatas maka tugas dan fungsi Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi tengah sangat
penting dan berperan di dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera

dengan pertumbuhan penduduk yang seimbang.

Tujuan :

1. Mewujudkan Kualitas dan Kuantitas melalui Peningkatan
Aksesibilitas Pelayanan KB dan kesehatan Reproduksi guna
memgendalikan angka Kelahiran , Kematian serta Angka Stunting.

2. Mewujudkan Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta
Organisasi dalam Pembangunaan Keluarga melalui Pembinaan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

3. Terwujudnya Pelayanan Komunikasi,Informasi dan Edukasi
Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana
diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memiliki
tugas untuk melaksanakan Program Kependudukan, Keluarga
Berencana,Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Keluarga (KKBPK),
Kependudukan dan Keluarga Berencana atau yang disingkat menjadi
Bangga Kencana. Dalam menyusun arah kebijakan dan strategi
penguatan Program Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan
dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) kedepan, Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB perlu menggali potensi-potensi yang dimiliki dan
memahami segala permasalahan kependudukan di Indonesia saat ini.
Analisis atas ketimpangan yang ada antara potensi

dan permasalahan harus dapat diisi dengan program/kegiatan yang

tepat serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan yang telah
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ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas
seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk
Sasaran Strategis. Dalam RENSTRA P2KB ditetapkan Sasaran Strategis
yang harus dicapai sebagai berikut :

1. Terlaksananya Program Pengendalian Penduduk Serta

Penyelenggaraan Keluarga Berencana.
2. Terlaksananya program ketahanan dan kesejahteraan keluarga
3. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Pelayanan kependudukan dan

keluarga berencana.
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BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Pengendalian Penduduk

a) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat

dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian

Kuantitas Penduduk

1) Advokasi dan Sosialisasi GDPK

2) Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data
Kependudukan di kampung KB untuk memperkuat Integrasi
Program KKBPK dan Sektor lain.

b) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah

Provinsi

1) Pemetaan program kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga.
2) Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga.
3) Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendataan dan
pemutakhiran Data keluarga.
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

a) Pengembangan Design Program, Pengelolaandan Pelaksanaan
Advokasi, Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya
Lokal.

1) Penggunaan Media Massa cetak dan elektronik serta media luar
ruang untuk Advokasi, promosi, dan KIE, Program KKBPK
sesuai kearifan budaya local.

2) Penguatan Kerja Sama dengan stakeholders dan mitra Kerja
dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK

3) Pengembangan strategi operasional promosi dan konseling
kesehatan reproduksi sesuai dengan kearifan budaya local.

4) Pembinaan promosi dan konseling kesehatan reproduksi.
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b)

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan

Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

1) Pengembangan  Strategi Operasional dalam  Rangka
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan
Ber-KB

2) Peningkatan Peran Serta Kerja Sama  Organisasi
Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan

Ber-KB

3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

a)

b)

Pengelolaan Pelaksanaan Design Program Pembangunan

Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga

1) Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga

2) Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

3) Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi
Berencana

4) Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan
Keluarga dan Remaja

S) Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana
PusatInformasi Konseling — Remaja (PIK-R)

6) Penyediaan Kebijakan dalam Rangka Penyiapan Pengasuhan
1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)

7) Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang
Mendukung Tercapainya HPK

8) Penyediaan dan Pengembangan Materi HPK

9) Advokasi, Sosialisasi, dan Promosi HPK

10) Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan
Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK.

11) Penyediaan sarana penyiapan pengasuhan 1000 HPK

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam
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Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
1) Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan
Keluarga Sejahtera (PPKS)
2) Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
3) Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga
4) Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan
dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina
Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina
Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UUPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
5) Fasilitasi pengembangan program ketahanan keluarga di
kampung KB.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Tujuan program ini untuk menunjang atau mendukung urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi.
Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:
a.) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah.
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3) Koordinasi dan Penyususunan DPA-SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
b.) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
¢.) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

2) Monitoring, evaluasi, dan penilaian Kinerja Pegawai
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3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan
d.) Administrasi Umum Perangkat Daerah
1) Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
e.) Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
1) Pengadaan sarana dan prasarana pendukunggedung kantor
atau bangunan lainnya.
f.) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
d.) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendraan Dinas Operasional atau Lapangan.

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

31




(43

yerer(
1ey8ueiog
eliaury]
1 senfeag uep yerseq
‘uere88uelusg 1ex8ueiad
rﬁ.&,&ﬁdoﬁv&om ueruBOUAIdd
uswx EOEBMO@ ﬂvEﬂ&OQ
006'916'T wjoq yeunp ueunsndusd | 10 10°T 10 | +1
yerseq
yej3uuiog
% 9. efzourny
senreag uep
‘wnseBBueluod (ueredsuel,
099°S96°'6Z ‘ueBuBOULIS 10T | 10| b1 wep n,w
ISIJ3 ‘Jrreaou
ISNIAOY¥d ['1eqeunyy
yes HVYAVA NV ) seensjiaq
seqyedueiod | HVINRIWIAL u
senjosrg NVSNiQN BYRIULIOWA]
T9£°968°¥6S°01 [sewtIozoy DNVCNANAD e[o[oY] ¥jE) B
% +9 syapul WVIDONd 10 | ¥I Aupnnmiag,
VNVONTNEL
VOUVATEY
NVa
ANANANAL
VNVONTIAL NV yis1eg
vVDIVNTIH I'IVANTONAd uep yreg Juelk
NVa ¥ndnaNad DNVAIL NV ueyeuLswad
NVITVANAONEd | ZIL'b8I°LOS'EI HVINRIAWA e[o[oy] ®IR],
SVNIQ NVSQ3N v1 uespnmep
o1 6 8 L | 9 s b £ z 1
(andinQ)
dy joBre], uweyerSoy
uep
€20z unyey, (swoono) weyerSoy
X [+) uesrese uen|
qemep 3un33uruog N”w”“ usp wresSozg spoy S fog,
I1Seqo] yeiseq jeydusisd uveuepueq exSuvioy ‘wenfny
efoy 3run uep weiBoig efroury jedre]l efxouny
Joyeqipuj

€20C 3pourad

ye3us], [Someng [SUIAOIJ eueouIag eSIen[a)] uep ynpnpusd ueiepusdusd seuid

yerse( jeqsueiod ueeuepuad uep ‘uejerdsy] ‘weidoid vuedudy




133

B
Auuedeydusoy
seurq uerexed | InqLiy elasag
ueepedusad seul(] uereyed
000°0+0°101 19xed 4 yejunp ueepeduad | 0 SO‘1 10 | ¥1
yeiseq
Jeyeredse| jey3usiog
uwesenday uejemeSoday
000°SLS'80C % +9 Syapul Isel}sjujwpy SO‘T 10 | b1
adis
unye], JIyAy
adis ueduenay]
uesuenay uesode]
u uawnyop ueunsniuagd
000°00¢° € elode] I yerwnp | uep iseurplooy | SO 201 10 i
NSV sesny
ueeuesyerad NSV sesng,
ISENSIUIWpY ueeuesy e[
uaw uesodey ISBISTUTIPY
000°'090°'906 njog (4 yepunp ueeIpsdusd | g0 T0‘1 10 1
uedueluny
uep 1fed NSV
uerefequad ueluelunyg,
uerode] uep 1fen
ZIL'P8I'LI9E9 unyey, I yerwnp ueeipafusd | 10 Z0°‘1 10 ja!
ueBuenay
ueqes yeiaeq
effunBBuejiod yeqBuerag
oot uszode] ueSusnoy
TIL'PPSOIE’L yepwnpe ISBNS[UjWpy 201 10 | b1
adys efsury
1SBSIey]
Jesnyy]
elioury uep eliaury
uerede) uerede)
uerode] uerode]
u 1 uawnjoq ueunsnAudd
006'8+0°01 eiode yejwunp | uep iseurpiooy | 90 10T 10 | +I
adis-vdd
uowt z vdQ uswnsop ueunsniuad
000°000°€ nxoqg yejunp | uep 1seurpiooy | +0 101 10 | ¥I
ad)S-V3d
uswnsoqg
uawr 1 VI[N uswnyop uweunsniuad
0S8°'666'v1 njoq yerwnpg | uep seurplooy | ¢0 10T 10 | ¥1




143

Yeiaeq
yejuprawag
uesnin yeiseq
Buefunuag yejupowag
yeiaseq uesnin
AHIN Buereg Buefunuag
uevepelduag yeiaeq
uerode AHIN Buereg
000°000°'¥1L % +9 yejwmnp uespedusg LO'T 10 | b1
adsis
1§B)NSUOY
uep ISBulpIooy] adis
B0 yedey ue Isejnsuoy] | 60 901 10 | ¥I
M/qey ere§8uaeduad | uep ISBUIPIOOY
u uerode] Jedey ue
006'96+°11C'1 erode] €1 yejune | eregdus[aduad
ueyeIpas ueepuedduag
1p 8uef Suereqg uep ueyed)d
uep ueepeduad Suereg
0SL'+14°9€ o¥ed 4 3oxred yequnf ueerpakusd | S0 90'T | 10| #I
Joyuey]
ueepe8uad | Insido] ueyeg
000°02S°961 1o3ed € 3o3ed yepunl ueBIpakusd | +0 901 10 | +I
Ioyuey]
uedeydusliog
uep
ueepeduad uejereIad
S6S0Et' L9 jorred I 3o3ed yepun/l ueelpakusd | z0 90'1 10 | +I
ueremeSodoy
uep u Yezoeq
esyusnejelax yeq3ueiag
uawmyop wnwn
SPT'TI8'TIS'I % +9 yejumnpe Isessjuwpy 90‘1 10 | ¥I1
‘weguepun
-Buepunisd
uernyeduad ‘ueuepun
1sejuowrafdw] -Suepuniag
sIuys], uernjyeduad
ueSuiquirg seyuswusduw]
nnyBusw 84 SIuN9],
000°00S ' ¥S SurIQ 14 Sueto yequnp uefuiquig | 11 SO‘T 10 | ¥I
Temesad
elrouny
uereqruad remesod
uep Isenyeas el1oury
‘durrojiuowt uerequad
uawr uswnop uep ‘1sen
000°S€0°ES nioqg T Ye[une | [ead‘3uLioyiuoy | SO S0°‘1 10 | ¥I




133

ereyredip Sued | efuureq uise
efuure] ulsow uep uerepersd | 90 60°1 10 | +1
uep uejererad ueeIeyldwad
000°048°LT jiun (44 yerunpe
ueguede] neje
reuorseiadQ
seurq
UBRIEPUIY
UBUIZLId]
eAUUBUIZIIOg UBP uep yefed | 20 60°1 10 | I
srefed uesredeqiq ‘weeIByIOW]
e
seulq ueeIepud)y b
000°000°922 nun st yequnp ueeIpaLusd
yeraeq
ueyeuIwWag
uesnin
Buefunusg
Yelaeq
AN Buereg
000°'0L8°'€0€ % 9 ugeIByawagd 60‘T 10 | ¥1
J0juey Wnw
eser yeune :anawww »0 | 80T | 10| b1
u uesBIpakuad
SSE'L18 091 eiodeT] I
HLISYT uBp Iy
efeq Joquing HLOS] UBp JIY
aseqrunwoy| efeq Jsqung | 20 80°1 10| +1
eser ‘sexqunuoy]
u ugerpakuad esep
00+ 198°'6+€ eiode] 1 yejunp ueerpakuag
Yeiaeq
ueyejupzawag
uesnin yeiseq
Suefunuaqg | uByvjuUEIMWIA
esep uesnin
uwepaduad Suefunusg
uszodeg usep
SS.4°'8L0°01S % ¥9 Yejump ueejpalusg 80‘L 10 | b1
eluure
usungueg
eluure| neye
ueunsueq neje | lojuey Sunpsn .
Joyuey Funpad Bunynpuagd 1 L01 10 | #1
Sunynpuad vuRIBSBI]
euereseld uep uep eueIreg
000°000'+12 jun 001 eueles yejunp urepedusd




9¢

edrenay u
euenduequiad edreney u
uep euBdUIIdg euengduequag
edienpey ¢ | UBp BUBOUAISY
ueynpnpuaday edren[ay ¢
weigoxd | ueynpnpuadey
us ueeloweg [ISey weisoxd
000°000°'StC wn;op 1 usWINOp yejunpe ueelowdd | €0 Z0°‘1 20 | 1
Isujaoxg
Yezaeq
uednxye)
Hnpnpuag
uefepusduag
ueeIpjIag
00S'6L0°29% % 001 ueejowag Z0‘'1 20 | b1
“ure[ 101098
uep JIdgiN
weidold
1serdaqu]
yenyzadwow
nun g3
' qy Sunduresx Sundurey 1p
1p ueynpnpuaday | yesnpnpueday
elep yewny|
ueynuaquiad eed &mﬁn%m
Ises[eIsos uep usynjuaquIa
us ISes0ApeR [Isey ISEeSI[BISOS
00€°'CPL 68T wnsop 1 usWINYOP Yerwnpe uep ISeoApY 11 10°T Z0 .
JdaD ISesIersos
uBp ISeN0APY Adao
“ uBBUESYB[d 1SBSI[BISOg
009'99.°€02 eiode] I uelode] yeunp | UBP ISEOAPY €0 10°T 20 i}
ynpnpusg
sejpueny
ueepusaduag
eq3uss wefep
Isujaog
Yelaeq
Yejupawag
uweBuop jesng
Yejupawag
weyefiqoy
(d41) Anpupusg |  ISUSTUOMTIS
weynquniiod uep
006°80S°€9¢€ % 001 nfeq uenpewag 101 20 | b1
snpnpueg ANANANId
ueprepussuog NV
uerede) I'TVANEONEd
00+°'885°9T8 % 001 osejuasaid RVIH0odd 20 | PI




LE

uep 1sowoIg uep 1SOWOI]
“ISES[0ADY ‘1sexq0Apy
Jnjun }njun
Suenu ren; Suenu ren|
eIpow B1198 BIpoW €LISS
PR EVE) B
uep yeje0 Uep 38390
u BSSBUW BIPOW BSSBW BIPIN
0ST°LI0'8L eiodey LL uesodey yeqwnp ueeunddusd | €0 101 €0 jd!
rexor] edepng
uejpreay
rensag (g31)
eueouaiog
eBrenjoy
uep ynpnpusg
uejepuaduag evueoualag
(ary) 1seqnpa edrenjoy Bupunig
uep jseurzojuy ueese eduy ej1e8
‘iseyunuwoy BBuajahuag uepeway]
‘iseyoApy vjio8 uesrye[ay
ueeuesye[ad snpnputad ejBuy
wep u | wednepusBusy
ueejopaBuag sirepusfuag eun3
‘uresBoxg weiBoig synpoxdoy
a ureseq u eku | Uejeyssay uwep
0SL'ZIT vt % 001 | ioydosyy opsey | eBuequalueg 10T | €0 | #1 suesyezoy, | S UeURATId
sejliqasyy
( g3 ) eueouwazeg (@) wepeykurusg
eSsenioy VNVONTNAE mpe[aw
wevurquiag youvaTax sejjueny
werede) NVVNIGWNId uep sejfeny
0SE°8€0°'008 % 001 asejuasaig WVIDOoAd €0 | ¥I ueypnfnsoi
edrenay ereq
edreniay eleq urIIy eI W
U EINWIG uep
ue ueejepus,
:w%—mwwc%ﬁomaum UEEIEpUad ue
weSunyng ered8usadusg
usam [ISeq  udWNIOQq ueduning
005°681°L6 n3joq 1 yequne ueerpakuad | L0 20t | zo | I
edrenioy]
ueunguequiag
uBp BUBOUDIAE egrenjoy|
edrenoy ¢ ueunguequiag
uesnpnpuaday | uep euedudISg
goid edrenay ¢
ueunsniusgd | uesinpnpuadey
us [ISey uswWnNyop 13oI1q
000068611 wmnsjop I yepung ueunsniusd | 90 20T | 2o | b1




8¢

gy -1eg
ues}1989y
ueeujquiad
uep uevuele|dg
uwejojaduag
urefep
sujaoxg
yeiseq
yeqBup], ue
(uosiad)6p-ST | Fejeredsvwroy
eIsn YeNIuoON sesjuediQ
“ﬂ”ﬂmwﬁ 3198 UeIag
J wdovenmog | FeISHBuIIe
uvpeemog P \
009'ST8'SSE % 001 syduy | ueelepioquisg 201 €0 | b1
synpoxday
uBBYIsay
uelode] Burjesuoy
u Juswmsjop uep 1sowoxd
0S8°12C°€6 eiode] jd! yeunp ueeUIquad | 80 10°1 €0 jd!
1830] eAepnq
uejLIBaY
ueduap rensss E&ofm&%ﬂﬂﬂﬂ
1snpoiday ueduap mmsmvm
uBEyasoy synpoxday
Buresuoy weyeyesey
uep sowoid Suresuosy
Ec&mw%“% uep isowroxd
ueSuequiaduad reuoiseiado
ua nsey 18arens
00L°TLY 291 wnyop jd! uswnsjop yejwne | weduequiaduad | 90 10°1 €0 !
[eueouay essueg)
BUBOUAIDY
edrenjay uep
‘ueynpnpuaday
Ry eI
ﬁnswzﬂ”mﬂm weifoid Al
D Uep (sowosd :ﬁw 1sowold
“1Ses0ApY 1SB}0APY
ueeUESHR[dd ueeuesye[d
urerep urefep efIay
B(193 BN enIN Uep
UBD SI9PIOYSNEIS
us3uap eures wquouMmﬁwm
el1ay] uerenduad P
uaw [ISBH uawnyoq eweg 19y .
0S0°10S°011 nioqg 14! yeunpe uegienduad | SO 10°1 €0 +1




6¢

eBrenjay
ueeiajyefosayy S
*ep eSrenjoy "
reuRye}oN ueerajyefosay -
uveUlqUag wep P e
L ueueye}aYy -
eBrenjoy ureuIquUIag a¥ireassed
uweunduequag EREBT -
Ed.—&bo.—“ edrenjoy m.ﬂumﬁ—u —
uies ueunduequiag . ;
seuLIoyuy uep spjewaysis
useuesye[aqd wresBoxg oy P nd
=u¢~=oo—.”ﬂ”““ s ueuelejad e wexuerefip
s auanunﬂﬂo._ 10°1 0 | b1 Aupnfnmiog, uep sesBojuy
& : ‘ % 001 qepunp uegjo[asuag gy Presberu
00S'9SS'661°1 g
Vaa. e eped syseqiaq
e uejeyasay uep
eERS | yoNVATEN N e
o ey <a§cz<n Buepiq Hrqnd
uejedujueg wep NV Pia Ayiand
u-n»uvh“wﬂnw_ VAVAQAHEINEd ol s sepericentan:
RWVID0ud 14
009°199'98S'1 % 001 asejuesaid -
-I9¢] UBBLIaSIY
¥ -13g UEBlIaSay| QNMSTMEO&
UeeUiquiad Uep uep ueueAedd
:a:mhw_omh wrerep wepEp o
TeASBN O
awﬁxﬂwﬂ:mmko umxmum%manmsx
ewes ey sestuedIQ
uep BLIOS UBId] BUIBG
uejeyduruag el1oy uep
BIOBUSN BLISG URID]
1ses Suel sesiuedio weessumad | 7o 20°T co ol
0S9°00T +T1 1uesiQ LL yepung o
-19¢] UBBLIasIY|
-19¢] UeBIaSdY ueeuIquad
ol Bm:mmcEEom uep ueueieRd
uep ueUBAR[R] urefep ue
Weed | jpyeredsewsy]
5ﬁ§%§w§ sestuediQ
1sestuediQ :
1198 BlI9g UBIdd
BLIIS UBIY]
uejesduruad uep ueyexsduruag
uBRARpIaqUId] uep
Bjfuey werep | yeelepioquiod
reuoiselado exuer werep
1Bajans reuorseladQ
ueduequodudd 1Soreng
G HH S eing | weSuequisSusd | 10 | 20T | €0 | b1
0S6'¥C9'1€C n;oq LL yepump




oy

(31dH
) uexryeray
ewelad
ey 0001
(dH) wearyersy yeynseduad
BWeMRd eH uedeiuad
0001 cd:ﬁﬂwm_wmwm eySuel werep
exgues ueefiqay]
usw werep wexefiqay ueeIpakuad
008'669°1S n{og 4 BAUBIPISIOL uejeiday] ‘qng | 60 v | vl
(3-311d) efeway
-Buresuoy]
IseunIoju] (3
jesnd /31d ) efeway
BuBSERd Burpesuoy]
uep uep swelojuj
e[opa8usd jyesng
seysedey BUBRSHB[ad
ueyeySuruad uep ejoje8uad
nny8uapy seysedey]
sE8 Suel Yy uereydurusagd
0SE€'CI6'1IS wediQ 0s id  yerwnp uejerday ‘qng | 90 v | ¥l
eleway
uep edrenyoy]
efeway ueuByeIDY
uep edrenpoy sBlBNYy
uBUBYE}a} uep sasyy
SeyEmy uejeySuIUag
uep SISV :
uelo weyexBuruad uep
de/e3 ueeUWIqUIS] [ISBH ueeuquiag
004°255'8C1 Tenpay 1 uerode] yeunp uejeidey 'qng | SO v | ¥l
BUBOUAIIH euBdUaIag
ISBI9U3D ISBIOUSD
sod w:ﬂuﬂ»mﬁﬁww Sumuay
woax wep  jsesyBIsoS efeway
/ nSuON ueeulquad
000°00S 48 SuriQ 008 8ueJ0  yeqwnp | UEp ISESIEISO§ | 0 14 i}
edrenoy
useIIyefosay edrenyoy
Uep Uyl ueeIdyelesay]
weBUIqUISd :
uaw pseq uswinyjog | YEP UBURYEIdY
0S8’ +PI'11C njoq €l yepune ueeulquied | €0 v | bl
e8renyay edrenay
ueeIajyelasay ueerayelosay]
Uep ueueyeldy | yep ueusyelay]
we3uBquIRBUA | ypgyupquiaSuag
13eq yelseq
weeliqay 13eq ysiseq
usw [ISeH uswnoQ uexefiqay
000°S9C +11 njoq I yepune ueelpakusd | 10 10T +0 vl




8%

3dH 0001
ueynsefuag
SdH uederfuad
0001 ueynseduad BUBIES
uedeifuad ueBlIpakusd
000°0SS'8+€ jun 1 eURIBS YNy umeday qng | SI b1
JdH 0001
ueynseduaq
MdH 0001 uedeifuad
ueduiquiq | uejendusd uep
‘ueeuiquiad | ueluequaluag
Jedepusw Juek ¢
edreney uep | ueSurquuquiag
Jexqerelsewr 1SelqIsey
usw sodwores ueeuesye[dd
0S6°'6ES 8t njoqg €1 yerwnf | ueiede)y ‘qng | 41 b1
3dI Adl
isowold uep 1sowold uep
‘Isesiersog ‘ISesIfeIsog
u ‘ISB)OAPY [1SeH ¢ 1By 0ApY
0S0'041°LS elode €1 uesode] yejunp uejeida)] ‘qng | gl b1
— (esren[oy
ueunduequiad
syapuj)
ef8ueqr
A0
ueduequadusd SdI Lot
UBP | ueFuequiefuag
ueerpaluad
nseH uep
uawr uswnyoq ueeIpakusg
000°'0£4°0S niog 1 yequnp uejedoy 'qng | 11 H1
[e3ren|s;
:mczgwngcwuw AdI
syopuj) eSSuegr eAuerededial
eAuredeosy, Sunsynpusw
Bunynpuspy Suef weidoig
Buek weidoxd ueeUBSYE[od
crerap wepehe ure[ep
amhwﬁ»muw uexefiqay
uawr [1seH uewnsoq uerseidfuad
008'12S 6t niog 1 yequnpe ueyeday ‘qng | 0T b1




(44

uee|o[esuad edreniay
wepe(q ue ueuByeRIIY
Jejereisewa)] wreidoid
wsesiuedI0 ueeo[alduag
uep enIy wereq ue
sejsedey] JexRIRASRWY]
ueyeyduiusd 1sesiuediQ
1188y uep el
usw uawnyjoq sensedey]
050°'000°001 n3jog 1 yeunpe uejexdurusd | 0 Z0°'1 14}
edreniey|
ueduenay|
ueg[oje8uad eSrenay]
uep edren[ay ueduenay]
TWIOUoH ugejo[8uad
ueelepraquiad uep edrenay]
SuBvjus], Iwouoyyg
1Isowold | ueelepraquagd
uep ISesI[ersog Suejua],
u [iseq uexode] 1s0wolg
000°96%°LS eiodeq 1 yejwnpr | uep isesyeisog | €0 z0‘'1 14!
“esrenyay
wouoNyg
ueefepiaquiag edrenjay
ueyenduagd Touoy s
uejerds)y | ueedepioquisd
u nsey uesode] ueyengusg
001°'80t'69 elode] 1 yepunpe uejeiday ‘qng | 20 Z0°'1 b1
(sx3id
($3dd) esyEls ) e1oyyelog
edren[ay] MM&GN&OM
ueueAe[ad ueuefe[pd
jesnd IN[BapN jesnd Infeow
SMWMMMWW v8reniey
uee[o[a8uad uBUBYEIA}
uawr nseq uswnyjoq ejojaguad
00Z°00L ZET njog 1 yeqwne | uejedoy ‘qng | 10 z0'1 4!
edreniay
ueesajyefesay
uep
usueye3}ay
ueeulquag
mrejo
eSrenjay
ueundusquog
wepep
1sujaoxd
qeloeq
jeq3upy ue
Jeqeredseswoy
1sesjuediQ
e3I9s uBIag
usjeyduued
uep
001°S01°L8E % 001 uselepiaquogd 01 b1




194

€] undurey
1p el8reniay
uBUBYRISY 31 Sundwrey
weidoid 1p edrenia)]
uefuequaduag ueueyela)y
1seqIsey wexdoid
uow nisey uswinjop | ueSuequafuad
0S4°00S°LC njod yeunp iseyqised | SO 20'1 b1
egaenyay]
wouoyy
ueelepiaquiad
uep (S3ddn) edren(ay
eiajyeleg wouoyy
edreniay ueelepioquiad
uejedepuad uep ($3ddn)
ueleyduiuad e1s)yeleg
nun edreniay
‘(1318) esue uejedepuag
edrenyay eulg uejeyduIusg
‘(a319) efewsy nun
edrenioy ‘(ig) esue
vulg ‘(gyg) | edrenyay eurg
eyreq esienpey | Qg efewsy
rUIg IN[R[DN edren(ay]
edrenay eulg ‘(ag)
ueueyeld)y | elqeq edrenay
wexdoxd eulg Mrepn




5.1.

5.2.

BAB V
PENUTUP

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Rancangan Awal Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023,
merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis
Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi
Kepala Daerah terpilih. Selain itu, Renja-OPD Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah juga
merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang
melibatkan berbagai unsur yang mempunyai fungsi-fungsi untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan
dan memperhatikan sumber daya yang diharapkan dapat menjadi
acuan dan bahan penyusunan usulan rencana kegiatan yang
sumber pembiayaannya berasal dari APBD Tahun Anggaran 2023.
Kaidah-kaidah pelaksanaan

Renja-OPD sebagai salah satu alat perencanaan merupakan
alat perencana manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan
merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya
yang dibutuhkan dan berapa dan/atau apa yang dihasilkan dari
alokasi anggaran yang ada. Selain itu, anggaran sebagai alat
perencanaan juga digunakan untuk melakukan : a. Merumuskan
tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang
telah ditetapkan ; b. Merencanakan berbagai program kegiatan
untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif
sumber pembiayaan ; c. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai
program kegiatan yang telah disusun ; dan d. Menentukan indikator

kinerja dan tingkat pencapaian strategis.
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5.3. Rencana tindak lanjut

Dengan tersusunnya Rancangan Awal Renja-OPD ini,
penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya
penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih
terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan
pelaksanaan program kegiatan sebelumnya serta adanya
sinkronisasi sesama Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun dengan K/L/D/I

maupun OPD yang membidangi fungsi lain.
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